
BUPATI TAPIN  

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN 
 

KEPUTUSAN BUPATI TAPIN 

NOMOR 100.3.3.2/ 017 /KUM/2024 

 

TENTANG 
 

RENCANA AKSI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI  

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN 
TAHUN 2024 

 

BUPATI TAPIN, 

Menimbang :   a.  bahwa dalam rangka untuk kelancaran 
pelaksanaan strategi dan program yang 

telah ditetapkan dalam Road Map 

Reformasi Birokrasi di lingkungan 
Pemerintah Kabupaten Tapin Tahun 2023-

2024, maka dipandang perlu menetapkan 

Rencana Aksi Pelaksanaan Reformasi 
Birokrasi di Lingkungan Pemerintah 

Kabupaten Tapin Tahun 2024; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan 
sebagaimana dimaksud dalam huruf a, 

perlu menetapkan Keputusan Bupati; 

Mengingat :  1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 

tentang Pembentukan Daerah Tingkat II 
Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan 

Daerah Tingkat II Tabalong dengan 

Mengubah Undang-Undang Nomor 27 
Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-

Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 

tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di 
Kalimantan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, 

Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 2756); 

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5587), 

sebagaimana telah beberapa kali diubah, 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 

Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang 
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja 

menjadi Undang-Undang (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2023 
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6856);  



3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 

tentang Administrasi Pemerintahan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5601), sebagaimana telah beberapa 
kali diubah, terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang 

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 

tentang Cipta Kerja menjadi Undang-

Undang (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, 

Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6856); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 
2019 tentang Pengelolaan Keuangan 

Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, 
Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6322); 

5. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 

tentang Grand Design Reformasi Birokrasi; 

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 

135 Tahun 2018 tentang Percepatan 
Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di 

Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 

Nomor 163); 

7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan 

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 

Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map 
Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 

Nomor 441), sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Menteri Negara 

Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 

tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri 
Negara Pendayagunaan Aparatur Negara 

dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 

2020 tentang Road Map Reformasi 
Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 

233); 

 

 

 

 



8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 

Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 

Nomor 1781); 

9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan 
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 

Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi 
Reformasi Birokrasi (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 

601); 

10. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 
05 Tahun 2008 tentang Pembentukan 

Organisasi dan Tata Kerja Perangkat 

Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran 

Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2008 
Nomor 05), sebagaimana telah diubah 

beberapa kali, terakhir dengan Peraturan 

Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 
2015 tentang Perubahan Keempat Atas 

Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 

05 Tahun 2008 tentang Pembentukan 
Organisasi dan Tata Kerja Perangkat 

Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran 

Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2015 

Nomor 09); 

11. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 

01 Tahun 2012 tentang Pembentukan 

Organisasi dan Tata Kerja Badan 
Penanggulangan Bencana Daerah 

Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah 

Kabupaten Tapin Tahun 2012 Nomor 01); 

12. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 

09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan 

Susunan Perangkat Daerah Kabupaten 
Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin 

Tahun 2016 Nomor 09), sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Daerah 
Kabupaten Tapin Nomor 10 Tahun 2019 

tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah 

Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 

tentang Pembentukan dan Susunan 
Perangkat Daerah Kabupaten Tapin 

(Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 

2019 Nomor 10); 

 

 

 

 



13. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 

05 Tahun 2023 tentang Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 
Anggaran 2024 (Lembaran Daerah 

Kabupaten Tapin Tahun 2023 Nomor 05); 

14. Peraturan Bupati Tapin Nomor 25 Tahun 
2016 tentang Kedudukan, Susunan 

Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata 

Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin 
(Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 

2016 Nomor 25), sebagaimana telah diubah 

beberapa kali, terakhir dengan Peraturan 
Bupati Tapin Nomor 15 Tahun 2022 

tentang Perubahan Keempat Atas 

Peraturan Bupati Tapin Nomor 25 Tahun 

2016 tentang Kedudukan, Susunan 
Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata 

Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin 

(Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 

2022 Nomor 15); 

15. Peraturan Bupati Tapin Nomor 173 Tahun 

2023 tentang Penjabaran Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 

Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten 

Tapin Tahun 2023 Nomor 1730); 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG RENCANA AKSI 

PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI DI 

LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN 

TAPIN TAHUN 2024. 

KESATU :  Menetapkan Rencana Aksi Pelaksanaan 

Reformasi Birokrasi di lingkungan Pemerintah 
Kabupaten Tapin Tahun 2024, sebagaimana 

tercantum dalam Lampiran yang merupakan 

bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini. 

KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya 

Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten 
Tapin Tahun Anggaran 2024 melalui Dokumen 

Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat 

masing-masing yang terkait. 

 

 

 

 

 

 



KETIGA :  Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 

ditetapkan. 

 
 

   Ditetapkan di Rantau 

   pada tanggal 18 Januari 2024 

Agustus 2014 

   Pj. BUPATI TAPIN, 

 
 

    ttd 

 
   MUHAMMAD SYARIFUDDIN 

 

 

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth: 

1. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi Republik Indonesia di Jakarta; 

2. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta; 

3. Gubernur Kalimantan Selatan di Banjarbaru; 
4. Sekretaris Daerah Kabupaten Tapin di Rantau; 

5. Inspektur Kabupaten Tapin di Rantau; dan 

6. Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten 
Tapin.  


